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BAB III 

 PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

   Berdasarkan Pemaparan serta uraian Diatas Sesuai dengan pasal 71 

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja,Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.Pengawasan terhadap kegiatan tambang 

oleh DLHK Provinsi DIY didasarkan pada rencana kegiatan yang 

dinamakan Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah sesuai dengan peraturan 

Perundanag-undangan yang berlaku Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengevaluasi tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 

dalam pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin 

PPLH, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 

          

B. Saran 

    Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka saran yang di 

ajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan ketentuan 

penegakan hukum secara tegas agar dapat terwujudnya peningkatan 

kualitas lingkungan hidup di sungai progo sebagaimana tujuan dari DLKH 
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